
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  51  TAHUN 2012 

TENTANG  

RENCANA AKSI DAERAH     
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang 

selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk 

pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak 

langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target 

pembangunan nasional; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden

Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011  tentang

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan  Surat

Edaran Bersama Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca (RAD GRK)  Nomor 660/95/SJ/2012, Nomor

0005/M.PPN/01/2012, Nomor 01/MENLH/01/2012  maka  Gubernur

perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor

43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United

Nations/Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan, : 

1. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam

atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali

radiasi infra merah.

2. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu

tertentu.

3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-

GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara

langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca untuk perencanaan sampai

dengan tahun 2020.

4. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pasal 2 

RAD-GRK  digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan dengan 

sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan dalam RKPD, yang secara langsung maupun tidak 

langsung menurunkan emisi gas rumah kaca.  

Pasal 3 

Ruang lingkup RAD-GRK meliputi bidang : 

a. Pertanian;

b. Kehutanan dan Lahan Gambut;

c. Energi dan Transportasi;

d. Industri;

e. Pengolahan Limbah;

f. Kegiatan pendukung lain;

Pasal 4 

RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 5 September 2012 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 5 September 2012 

SEKRETARIS  DAERAH 

PROVINSI  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012.NOMOR 51 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


